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Abstrak
 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen

akan menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Pengajuan upaya keberatan atas putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh pihak yang kalah ke Pengadilan Negeri.

Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan

pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 1 Tahun 2006. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta ditunjang dengan

wawancara dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak

membatasi dasar hukum pengajuan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam

rangka penyelesaian sengketa konsumen akan menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Pengajuan

upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh pihak

yang kalah ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pengajuan upaya

keberatan ke Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006. Penulisan penelitian ini menggunakan

metode kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini

adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak membatasi dasar hukum pengajuan upaya keberatan terhadap

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri.

<hr><i>The decision issued by Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in order to resolve disputes

between consumer and business entity will probably lead to disappointment for parties who lose. Objection

submission of BPSK decision may be filed by the losing party to the district court. This research discussed

legal basis of objection submission of BPSK decision to district court and consideration of the judge in

deciding be based on PERMA Nomor 1 Tahun 2006. This research used juridical normative analytical

methods in writing; library research and supported by interviews. The results of this research showed that

PERMA Nomor 1 Tahun 2006 don?t limit the legal basis of the objection submission of BPSK decision to

district court.</i>
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